BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 30 SERI F NOMOR 648

PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang: a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program

Mengingat

: 1.

-pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Samosir Tahun
2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021 perlu menyuéun‘ Rencapa
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021;

bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati; -

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam |
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir
Tahun 2021.

*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4346);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan-
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repﬁblik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421});

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); -

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang—Undarigan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera
Utara 2005-2025; '

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5); ‘

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Menetapkan :

Samosir Tahun 2005 -2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Samosir
Tahun 2011 Nomor 22 Seri I Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran
Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);

Peraturah Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 49 Seri E Nomor 37);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencand Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2021 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 590};

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor Tahun 2020 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021.

Pasal 1 ....... /



Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir adalah
merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan  Daerah
Kabupaten Samosir untuk periode 1 (satu) tahun yakni tahun 2021,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021
ini akan menjadi pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
dan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah
Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021
berfungsi sebagai dasar acuan dalam penyusunan program kegiatan
tahunan, yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah Daerah, dana
pihak swasta, maupun swadaya masyarakat.

Pasal 4
Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir
Tahun 2021 disusun sebagai berikut:
BABI PENDAHULUAN
BABII GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB Il KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 7 Juli 2020

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 7 Tuli 2020

SEKRETARIS DAERAH,

/
Drs. JABIAT gAGALA, M.Hum

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR .
TAHUN 2020 NOMOR 30 SERIF NOMOR 648



